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RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI

Menmimbang

Mengingat

KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 - 2039
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 ayat (5
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2019-2039.

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang
Pennetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
kKalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat [ Kalimantan Barat,
Kalimentan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 353,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayvah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5490);



o

2. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
\Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059):

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60432);

L1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393):
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19.

16.
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18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 594 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyvarakat  dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomeor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Kancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Peraturan Mentern Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017
tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIRE DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 - 2039,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2,
3.

Menteri adalah menteni vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan vyang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Tengah.
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10.
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Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau EKecil
adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian sumber dayva pesisir dan
pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut,
serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk

meningkatkan kesejahteraan masvarakat.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem

darat dan laut yvang dipengaruhi oleh perubahan di darat
dan laut.

Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber
daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber dava
hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun,
mangrove dan biota laut lain; sumber dayva nonhavati
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya
buatan meliputi infrastruktur laut vang terkait dengan
kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan
berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat
instalasi bawah air vang terkait dengan kelautan dan
perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah
pesisir.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 {dua belas) mil laut
diukur dan garis pantai, perairan yvang menghubungkan
pantal dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal,
rawa payau, dan laguna.

Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut
dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
Rencana Zonasi adalah rencana vang menentukan arah
penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan
disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada
kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan vang
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang memiliki fungsi tertentu wvang ditetapkan
berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial,
dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannva.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati
bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan
telah ditetapkan status hukumnyva.

Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik
pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas
fungsional sesual dengan potensi sumber dava dan dava
dukung serta proses-proses ekologis vang berlangsung
sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem Pesisir.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah
rencana yvang menentukan arah penggunaan sumber
daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan
penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan

perencanaan yvang memuat kegiatan vang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan vang

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
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5. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang

mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber dava
pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan
pengendaliannya vang disusun untuk setiap zona dan
pemanfaatannyva.

16. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di
wilayvah pesisir dan pulau-pulau kecil.

17. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari
Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannva bagi
berbagai sektor kegiatan.

18. Kawasan Konservasi di Wilayvah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk
mewujudkan pengelolaan Wilayvah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil secara berkelanjutan.

19. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi,
dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannyva secara
berkelanjutan,

20. Kawasan Strategis Nasional, vang selanjutnya disebut
k3N, adalah wilayah yang penataan ruangnva
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah vang
telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

21. Alur laut adalah merupakan perairan vang dimanfaatkan.

antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah
laut, dan migrasi biota laut.

22. Alur Pelayaran adalah ruang perairan vang dari segl
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman
dan selamat untuk pelayaran lainnya dianggap aman dan
selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

23. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu
atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan
dengan satu atau lebih jalur utama lainnva.

24. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbu
tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain
serta  proses yang menghubungkannva dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

245. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah vang
ditetapkan secara nasional vang digunakan untuk
kepentingan pertahanan.

26. Rehabilitasi Sumber Dava Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil
adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi
ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun
hasilnya berbeda dari kondisi semula.

27. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengolahan sampal dengan  pemasaran, yang
dilaksanakan dalam suatu sistemn bisnis perikanan,

28. Sumber dava Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

29. Perikanan Budidaya  adalah kegiatan untuk
membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau

membiakkan ikan dan memanen hasilnva dalam
lingkungan vang terkontral.
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J0. Pertkanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh

31.

ikan di perairan vang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan vang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menvimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannva.

Penangkapan |kan adalah kegiatan untuk memperoleh

tkan di perairan vang tidak dalam keadaan
dibudidavakan dengan alat atau cara apapun, termasuk

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah dan/atau mengawetkannya.

J2. Pelabuhan adalah tempat vang terdiri atas daratan

33.

34,

35.

36.

37.

38.

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat  kegiatan  pemerintahan dan  kegiatan
pengusahaan yvang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
vang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagal tempat perpindahan intra dan antar moda
intradan antarmoda transpaortasi.

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan vang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri
dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri
dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelavanan
Antar provinsi.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan vang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
danfatau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayvani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama
dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam
provinsi,

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yvang dapat digunakan
untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau
angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di
sungai

Daerah Lingkungan Kerja vang selanjutnva disingkat
DLKEr adalah wilayah perairan dan daratan pada
pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara
langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan vang selanjutnva
disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah
Lingkungan Kerja perairan pelabuhan vang dipergunakan
untuk menjamin keselamatan pelavaran.
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Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah
tempat vang terdin atas bagian daratan dan perairan
vang dipergunakan secara langsung untuk kegatan
kepelabuhanan perikanan.

Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan vang
selanjutnyva disebut dengan WKOPP adalah tempat vang
terdii atas bagian daratan dan perairan vang
berpengaruh langsung terhadap operasional
kepelabuhanan perikanan.

Terminal Khusus adalah terminal vang terletak di luar
DLKr dan DLKp pelabuhan vang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesual dengan usaha pokoknyva.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal
vang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan vyang
merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani
kepentingan sendin sesuai dengan usaha pokoknva.
Pelabuhan Perikanan adalah tempat vang terdiri dari
daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagal tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yvang dipergunakan
sebagal tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh
dan/atau bongkar muat ikan vang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyvelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca
tambang.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan
bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang
jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk
mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau
assembling dan juga reparasi adalah bagian dan industn.
Hasil industn tidak hanya berupa barang, tetapi juga
dalam bentuk jasa.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang
didukung oleh berbagai fasilitas serta lavanan wvang
disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perusakan adalah tindakan setiap orang vang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP-3-K vang
memenuhi kriteria kerusakan di wilavah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau

Kectl vang selanjutnya disebut [zin Lokasi Perairan
Pesisir adalah izin vang diberikan untuk memanfaatkan
ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan
laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut
pada batas keluasan tertentu.
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lzin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-
Pulau Kecil yvang selanjutnya disebut [zin Pengelolaan
adalah izin yvang diberikan untuk melakukan kegiatan
pemanfaatan sumber dayva Perairan Pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil.

Ketentuan umum insentif dan disinsentif adalah
perangkat atau upava untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatanyang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan
vang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Masyarakat adalah masyarakat vang terdiri atas
masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional wvang
bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat vang
menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai vang
berlaku umum tetapi tidak sepenuhnyva bergantung pada
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan
Penangkapan lkan di perairan vang merupakan hak
Perikanan tradisional yvang telah dimanfaatkan secara
turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih
berlaku dalam tata kehidupan masvarakat.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masvarakat
dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan
pengendalian pemanfaatan zona wilayvah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Cugatan Perwakilan adalah gugatan vang berupa hak
kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili
Masvarakat dalam jumlah besar dalam upaya
mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan

permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti
kerugian.

Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yvang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Pengendalian Pemanfaatan Zona.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, vang selanjutnva
disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yvang dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di
daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam
pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalam

penvelenggaraan Urusan Pemerintahan wvang menjadi
kewenangan Daerah.
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BAB Il
RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:
a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi
kecamatan di wilayah pesisir;
b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dan
garis pantai.
Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana

Detail Tata Ruang vang berlaku.

Pasal 3

RZWP-3-K meliputi:

1

ruang lingkup, asas dan tujuan;

b. jangka waktu, peninjauan kembali, dan fungsi;

-

goagagroRTrom ™

kebijakan dan strategi;

. rencana alokasi ruang;

arahan peraturan pemanfaatan ruang wilavah pesisir dan
pulau-pulau kecil;
indikasi program;
mitigasi bencana;

. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

hak, kewajiban dan peran serta masvarakat;
koordinasi pelaksanaan;

. gugatan perwakilan;

ketentuan penvidikan;

. ketentuan pidana;
. ketentuan peralihan;

Ketentuan lain-lain; dan
ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 4

Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
berasaskan:

a.
b.

TR e Ao

berkelanjutan;

keterpaduan;

berbasis masvarakat;

wilayah dan ekosistem;

keseimbangan dan berkelanjutan;

pemberdayaan masvarakat pesisir;

tanggung gugat (akuntabel) dan transparan; dan
pengakuan terhadap kearifan tradisional masvarakat lokal.
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Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 5
RZWP-3-K bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumber
daya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan

Tengah vang terintegrasi, aman, bFrdﬂ:,'a guna, serta
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kalimantan Tengah dengan prinsip partisipatif.

BAB Il1
JANGKA WAKTU, PENINJAUAN KEMBALI DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 6

(1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah 20 (dua puluh)
tahun.

(2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima} tahun.

(3] Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukfn.n
lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang; dan/atau

¢. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan undang-undang.

(4) Peninjauan kembali RZWP-3-K dalam waktu kurang dari
5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan
kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang provinsi.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7
RZWP-3-K berfungsi sebagai:

a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam penvusunan Rencana Penglolaan Wilayah
Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

¢c. instrumen penataan ruang di perairan laut wilavah
pesisir, dan pulau-pulau keecil:

d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di
perairan laut wilavah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
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e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di
perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;

f acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah
pesisir, dan pulau-pulau kecil;

g. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah
pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

h. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan
di wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 8

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP-3-K

Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 terdiri atas:

a, Kebijakan dan  strategi pengembangan  kKawasan
konservasi;

b. Kebijakan dan strategi pengembangan  kawasan
pemanfaatan umum;

c. Kebijakan dan strategi pengembangan alur laut; dan

d. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
nasional.

Pasal 9

(1] Kebijakan vang dilakukan pada pengembangan kawasan
konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Peningkatan perlindungan kawasan konservasi,

b. Pencegahan dampak negatif dari kegiatan manusia
vang berpotensi dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir,
laut dan pulau-pulau kecil; dan

c. Peningkatan fungsi kawasan Kkonservasi untuk
mempertahankan sekaligus meningkatkan
keseimbangan  ekosistem, lingkungan  hidup,
keanekaragaman havati, keunikan bentang alam dan
dava dukung.

(2) Strategt  yvang diterapkan untuk peningkatan
perlindungan kawasan konservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdin atas:

a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan
konservasi vang telah menurun akibat pengembangan
pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka
mewujudkan dan memelihara ~ keseimbangan
ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil,
melaluil rehabilitasi dan restorasi kawasan;

h. Mengembangkan dan meningkatkan  program

pelestarian  dan  rehabilitasi  ekosistemm  pesisir
terutama mangrove, lamun dan terumbu karang

bersama masyarakat dan swasta;
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c. Melakukan penuntasan tata batas kawasan
konservasi dan kawasan konservasi baru yvang akan
dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku
kepentingan;

d, Mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan
formal dengan melibatkan sekaligus meningkatkan
peran serta masyarakat sekitamya,

e. Menguatkan kebijakan dan manajemen bencana
(disaster management] dengan dukungan sumber
daya manusia yang profesional; dan

f. Meningkatkan dan menambah bangunan pelindung
pantai di pesisir.

(3] Strategi vang diterapkan untuk pencegahan dampak
negatif  kegiatan/aktivitas manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan
ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf b, terdin atas:

a. Menvelenggarakan upaya terpadu untuk mm:&gﬂ!‘x
dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air
(sungai dan laut), pencemaran tanah yang
mempengaruhi kawasan konservasi;

b. Pelarangan dilakukannya kegiatan pemanfaatan
umum yvang sudah ada namun masih dapat ditolerir
pada kawasan konservasi, sehingga tidak berkembang
lebih jauh serta melaksanakan tindakan konservasi
secara intensif;

¢. Memperluas  tutupan vegetagi lahan  dan
meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanom
ekosistem pesisir;

d. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari
tekanan perubahan dan/atau dampak negatf vang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya;

e¢. Mensosialisasikan pengelolaan vyang bailk dan
berkelanjutan untuk pengembangan perikanan,
industri, dan pembangunan pemukiman vang
berwawasan lingkungan;

f. Pembatasan pemberian ijin perusahaan untuk
memanfaatkan kawasan vang berdekatan serta
mengganggu kawasan konservasi,

g. Pemberian sanksi hukuman bagi vang
melanggar/melakukan pembukaan lahan secara
ilegal, penebangan, perusakan ekosistem dan
penggunaan alat tangkap vang tidak ramah
lingkungan; dan

h. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan
umum/budidava yang mempunvai daya adaptas!
bencana di kawasan rawan bencana.

(4] Strategi vang diterapkan untuk peningkatan fungsi
kawasan konservasi dalam mempertahankan dan
meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan
hidup, keanekaragaman havati, keunikan bentang alam
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dan daya dukung sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf c, terdiri atas:

a. menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi
konservasi;

b. Mencegah dan membatas: pemanfaatan ruang dalam
bentuk pengembangan sarana dan prasarana
maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar
kawasan  strategis provinsi vang berpotensi
mengurangl fungsi kawasan konservasi;

¢. memelihara dan mengembangkan zona penvangga
vang memisahkan kawasan konservasi dengan
kawasan pemanfaatan umum terbangun di sekitar
kawasan strategis provinsi;

d. merehabilitasi dan merestorasi fungsi kawasan
konservasi vang menurun akibat dampak
pemanfaatan ruang vang berkembang di dalam dan di
sekitar kawasan strategis provinsi;

e. menetapkan kategonisasi dan fungsi/pemanfaatan
|secara ekologis dan biologis)] kawasan konservasi
untuk difungsikan sebagai kawasan vang harus
dikonservasi untuk wisata, perikanan berkelanjutan
dan pemanfaatan terbatas melalui perencanaan
secara rinci/detail;

f. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan
keseimbangan ekosistem kawasan konservasi; dan

g. mengembangkan  kegiatan ilmu  pengetahuan,
teknologi dan  kepariwisataan daerah  untuk
memperkuat kelestanian kawasan konservasi.

Pasal 10

Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi
Ralimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf b, terdin atas:

a. Pengembangan zona perikanan tangkap;
b. Pengembangan zona perikanan budidava;
c¢. Pengembangan zona pelabuhan;

d. Pengembangan zona panwisata; dan

e. Pengembangan zona pertambangan.

Strategi  pengembangan zona perikanan tangkap
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, terdin

atas:

a, peningkatan sarana dan  prasarana  untuk
mendukung perikanan tangkap;

b. peningkatan kapasitas sumber dava nelavan
¢c. peningkatan kapasitas sumber daya pengawas
perikanan; dan

d. peningkatan operasional pengawasan perkanan
tangkap.
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Strategi pengembangan =zona perikanan budidava
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, terdiri atas

H.

b.

c.

d.

penataan dan pengembangan usaha perikanan
budidaya laut berbasis masyarakat  dan
berkelanjutan;

peningkatan sarana dan prasarana perikanan
budidaya laut;
peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang
budidava; dan
peningkatan operasional pengawasan perikanan
budidava laut.

Strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdin atas :

a. peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

b.

=

pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan;

peningkatan pelayanan  pelabuhan laut dan
pelabuhan perikanan; dan
peningkatan keselamatan dan keamanan pelavaran;

Strategi pengembangan =zona pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

al.
b.

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari;

Memelihara, melestankan dan mengembangkan
budava dan produk kearifan lokal termasuk situs-

situs bersejarah;
Mempromosikan dan memberikan insentif bag
investor pariwisata bahari;

Pengembangan program kemitraan antara pengusaha
dan masvarakat lokal untuk usaha kepariwisataan
dan kerajinan rakvat; dan

Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi,
pemasaran wisata baharn dan janngan nformasi
kepariwisataan.

Strategl zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf e, terdiri atas:

da.

Menetapkan dan mengembangkan ZONA
pertambangan menjadi sub zona minyak dan gas
bumi,;

b. Mensinergikan zona pertambangan dengan kawasan

C.

pemanfaatan lainnya, kawasan konservasi dan alur
laut; dan

Mengelola pencemaran di zona pertambangan.

Pasal 11

Kebijjakan pengembangan alur laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ dilakukan melalui
upayva menjaga keselamatan pada kawasan alur laut,
terdin atas :

a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan;
b. Pipa dan kabel bawah laut; dan

C.

Migrasi biota laut.



(2)

(3)

14)

|1

(2)

(3)

.15.

Strategi yang dapat dilakukan pada alur pelayaran
dan /atau perlintasan sebagaimana disebutkan pada avat
(1) huruf a terdin atas :

a. Menetapkan dan mengembangkan alur pelayvaran
dan/atau perlintasan menjadi alur pelayaran

dan/atau perlintasan nasional, regional dan lokal,
b. Mensinergikan alur pelayaran dan/atau perlintasan

dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan
alur lainnva.

c. Peningkatan pemeliharaan rutin dan berkala alur
pelavaran,

d. Mempublikasikan alur pelayaran kepada perusahaan-
perusahaan pelayaran nasional dan intemasional
untuk diketahui dan dipatuhi sebagai pedoman

keamanan pelavaran; dan

e, Peningkatan peran serta masvarakat dalam
pengawasan dan pengendalian alur pelayaran.

Strategl vang dapat dilakukan pada pipa dan kabel

bawah laut sebagaimana disebutkan pada avat (1) huruf

b terdin atas :

a. Menetapkan dan mengembangkan pipa dan kabel
bawah laut menjadi pipa minyak dan gas bumi dan
kabel telekomunikasi; dan

b. Mensinergikan pipa dan kabel bawah laut dengan
kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur
lainnya.

Strategi vang dapat dilakukan pada migrasi biota laut

sebagaimana disebutkan pada avat (1) huruf ¢ terdiri atas

a. Menetapkan dan mengembangkan alur migrasi biota
laut menjadi migrasi penyu, mamalia laut dan migrasi
biota tertentu; dan

b. Mensinergikan migrasi biota laut dengan Kegiatan
pemanfaatan umum, konservasi dan alur lainnya.

Pasal 12

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional di
wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah kawasan khusus
fungsi pertahanan dan keamanan.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh pemerintah.

Strategl untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan
negara sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri atas:

a. menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan
fungsi khusus pertahanan negara;

b. melindungi segenap perairan Negara Kesatuan
Kepublik Indonesia beserta sumber daya alam vang
terkandung di dalamnya untuk mengembangkan,
melestarikan, melindungi, dan/atau
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai
strategis kawasan vang bersangkutan dalam
mendukung penataan ruang Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil provinsi;
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c. mengembangkan kegiatan pemanfaatan

umum/budidaya secara selektif di dalam daq di
sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga

fungsi pertahanan negara;

d. mengembangkan kawasan konservasi dan/atau

kawasan pemanfaatan umum tidak terbangun di
sekitar kawasan strategis nasional sebagal zona
penvanggah yang memisahkan kawasan strafegis
nasional dengan kawasan pemanfaatan umum
terbangun;

e. melakukan kesepakatan para pemangku kepentingan

dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tinghkat
kestrategisan nilai ekonomi, pertahanan kemananan,
spsial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang
akan ditetapkan; dan

f  melakukan penetapan batasan fisik kawasan strategis

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi,

BAB V
RENCANA ALOKASI RUANG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Rencana alokasi ruang RZWP-3-K Provinsi Kalimantan

Tengah terdin dari:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang selanjutnya
disebut KPU;

b. Kawasan Konservasi, vang selanjuinya disebut KK;
dan

c. Alur Laut, vang selanjutnya disebut AL;

Rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 (satu
banding dua ratus lima puluh ribu).

Rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a dan huruf b dijabarkan lebih lanjut dalam
Zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta
skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

Rencana Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada
avat (2] dan avat (3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Peta Rencana Alokasi Ruang dan Lampiran Il
Titik Koordinat dan Luasan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Selain rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dapat ditetapkan Kawasan Strategis Nasional sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 14

Rencana pola ruang kawasan Pemanfaatan Umum

sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a

adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan

peruntukkannya bagi sektor kegiatan meliputi zona:

a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut (KPU-
PT);

b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut (KPU-
FB);

c. Zona Pariwisata, vang selanjutnya disebut (KPU-W);

d. Zona Pelabuhan, yang selanjutnyva disebut (KPU-PL}; dan

e. Zona Pertambangan, vang selanjutmya disebut (KPU-TB).

Paragraf 1
Zona Perikanan Tangkap
Pasal 15

(1} KPU-PT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14
huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan
penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau
kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan

penangkapan ikan.

(2) Zona perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud
pada avat (1) terdiri dari Sub Zona Pelagis dan Demersal
(KPU-PT-PD).

(3] KPU-PT sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Laut
Jawa yvang meliputi wilayah laut: kabupaten kapuas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten kotawaringin Barat dan  Kabupaten

Sukamara.
Paragraf 2
Zona Perikanan Budidaya
Pasal 16

(1] KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
adalah zona vang ditetapkan untuk kegiatan Budidaya
laut atau kegiatan lain vang bersifat mendukung kegiatan
Budidayva laut.

(2) KPU-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dam
Sub Zona Budidaya laut (KPU-PB-BL).

(3] Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam
avat (2) berada di wilayah Teluk Kumai Kecamatan Kumai

Kabupaten kotawaringin Barat (KPU-PB-BL-01 dan KPU-
PB-BL-02) dan wilayah Teluk Sampit Kecamatan Teluk

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-FB-BL-03]. _-
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Pasal 17

(1] KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hu¢f s
adalah zona vang ditetapkan untuk untuk Kkegiatan
pariwisata yang terdiri atas:

a. Sub Zona Wisata Budaya vang selanjutnya disebut

KPU-W-BD; dan

b. Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K.

(2) KPU-W-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan wisata budaya Syukuran laut yang terdapat
di Pantai Muara Jelai Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten
Sukamara (KPU-W-BD-01) dan wisata budaya Simah laut
vang terdapat di Pantai Ujung Pandaran Kecamatan
Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-BD-
02).

(3) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, merupakan wisata alam pantai yang terdapat di:

a. Pantai Jelai, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

(KPU-W-P3K-01);

b. Pantai Sungai Budung dan Tanjung Salaka,

C.

Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-F3K-
02);

Pantai Sungai Damar, Kecamatan Jelai dan
Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KPU-
W-P3K-03);

Pantai Kerayva Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-04);

Pantai Kubu, Kecamatan Kumai Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-05);

Sunpgai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur
Kabupaten Seruyan sampai pantai Kalap Paseban
Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin
Timur (KPU-W-P3K-06]; dan

Pantai Nviur Randah sampai pantai Ujung Pandaran
Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin
Timur (KPU-W-P3K-07).

Paragraf 4
Zona Pelabuhan

Pasal 18

(1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d
merupakan zona vang dialokasikan untuk pelabuhan dan
fagilitas pendultungnya yang terdiri atas:
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a. Sub Zona KPU-PL-DLK merupakan Daerah

b.

Lingkungan Kerja (DLKr] adalah wilayah perairan
pada pelabuhan atau terminal Kkhusus Vvang
dipunakan secara langsung untuk kegiatan
pelabuhan sedangkan Daerah Lingkuggan
Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling
daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan  untuk  menjamin  keselamatan

pelayaran.

Sub Zona WKOPP atau Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (KPU-PL-WRO)
adalah perairan yang dipergunakan secara langsung
untuk  kegiatan  pelabuhan  perikanan  dan
berpengaruh langsung terhadap pengembangan
operasional pelabuhan perikanan.

KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdapat di:

a. Pelabuhan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-PL-DLK-

b.

h.

01);

Pelabuhan Arut Kabupaten Sukamara - Kabupaten
Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-02);
Pelabuhan Panglima Utar Wilayvah Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-03);

Pelabuhan Segintung Kecamatan Seruyan Hilir Timur
Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-04);

Pelabuhan Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir
Timur Kabupaten Seruvan (KPU-PL-DLK-03);

Pelabuhan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin
Timur - Kabupaten Katingan (KPU-PL-DLK-06];

Pelabuhan Kuala Katingan Kabupaten Katingan (KPU-
PL-DLK-07); dan

Pelabuhan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas (KPU-
PL-DLK-08).

Sub Zona WEKOPP [(KPU-PL-WKO-01) sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b, Pelabuhan Perikanan

Ujung Pandaran terdapat di Kecamatan Teluk Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Paragraf 5
Zona Pertambangan

Pasal 19

KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e

diyjabarkan dalam sub zona minvak dan gas bumi yvang
selanjutnyva disebut KPU-TB-MGB.

Sub Zona KPU-T-MGB sebagaimana di maksud pada ayat
(1} terdapat di perairan :

a. Perairan Kabupaten Seruyan; dan
b. Kabupaten Pulang Pisau.
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(3] Sub Zona KPU-T-MGB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] ditetapkan berdasarkan penetapan lokasi atas wilayah
kerja minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang ada di bidang minyak dan gas
bumi.

(4] Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada avat (3]
dilaksanakan pada tahap eksploitasi.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Pasal 20

Rencana alokasi ruang untuk kawasan konservasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri
atas:

4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Yang
selanjutnya disebut KKP3K:

b. Kawasan Konservasi Perairan vang selanjutnya disebut
KKP; dan

¢. kawasan Lindung Lainnya vang selanjutnya disebut KLL.

Paragraf 1
Rawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 21

KKP3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a
terdapat di:

a. wilayah Kuala Jelai Kecamatan Jelai kabupaten Sukamara
(KKP3K-01);

b. wilayah Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten
Sukamara (KKP3K-02);

c. wilayah Sabuai Kecamatan Arut Selatan - Kecamatan
kumai kabupaten Kotawaringin Barat (KKP3K-03):

d. wilayah Sungai bangamat - Tanjung Siamuk Kecamatan
Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (KKP3K-04);

e. Wilayah Sungai Bakau Kecamatan Seruvan Hilir Timur
Kabupaten Seruyvan (KKP3K-05);

[. Wilayah Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur (KKP3K-06);

g Wilayah Tanjung Cemeti, Pulau Hanau Kabupaten
kotawaringin Timur - Kabupaten Katingan (KKP3K-07):

h. Wilayah Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala
Kabupaten Katingan - Wilayah Teluk Sebangau Kecamatan
Se u Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala
Kabupaten Pulang Pisau [KKP3K-08):

.. Wilayah Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten
Pulang Pisau (KKP3K-09):

j- Wilayah Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala
Kabupaten Kapuas (KKP3K-10).
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Paragraf 2

Kawasan Konservasi Perairan
Pasal 22

EEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b terdapat
1.

a, wila_',ra_h Gosong Sengpora dan Gosong Sepagar Kecamatan
H?mm Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-01): dan
b. wilayah Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung

kaluang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
(KKP-02).

Paragrafl 3
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 23

(1) KLL sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c
berupa Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) vang
ditetapkan di wilayvah perairan Kumai Kabupaten
kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan
Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

(2) ﬁrﬂhan pemaniaatan dan pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Alur Laut
Pasal 24

Alur laut aahagﬂimm_m yvang dimaksud dalam pasal 13 avat (1]
huruf ¢ adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan
peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan terdiri atas:

a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan yang selanjutnya
disebut AL-AP;

b. zti'l];::j kabel bawah laut yang selanjutnva disebut AL-APK:

¢. Migrasi Biota Laut vang selanjutnva disebut AL-AMB.

Paragraf 1
Alur Pelayaran
Pasal 25

(1] AL-AP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a,
terdirt atas:

a. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional yang
selanjutnva disebut AL-AP-PN: dan

b. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Regional vang
selanjutnya disebut AL-AP-PR;



|2] Al-AP-PN sebagaimana dimaksud ayvat (1) huruf a terdiri
atas;
a. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional
Pelabuhan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin
Barat (AL-AP-PN 01);
b. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional

Pelabuhan Panglima Utar di Kabupaten Kotawaringin
Barat (AL-AP-PN 02);

c. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional

Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan (AL-
AP-PN 03);

d. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional
Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur
(AL-AP-PN 04):

€. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional
Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau (AL-
AP-PN 05); dan

f. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional

Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PN
06].

3] Al-AP-PR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri
atas:

a. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan  Regional
Felabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara (AL-AP-
PR 01);

b. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Regional
Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat
(AL-AP-FPR 02);

c. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Regional

Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan (AL-
AP-PR 03);

d. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Regional

Pelabuhan Pagatan Mendawai di Kabupaten Katingan
(AL-AP-PR 04); dan

e. Alur Pelayaran Regional Pelabuhan Kuala Kapuas di
Kabupaten Kapuas (AL-AP-PR 05).

Paragraf 2
Pipa/Kabel Bawah Laut
Pasal 26

(1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b,
terdiri atas:

a. Kabel Bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT:
dan
b. Pipa Bawah laut vang selanjutnva disebut AL-APK-GM.

|2) Rencana kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:;
a. Kabel Bawah laut (AL-APK-KT-01) yang terdapat di

wilayah Kecamatan Keraya Kabupaten Kotawaringin
Barat;
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(3] Rencana kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi rencana kabel bawah laut untuk
kepentingan telekomunikasi dari Keraya Kabupaten
Kotawaringin Barat menghubungkan Tangkisung Kalimatan
Selatan dan Keraya menghubungkan Kalimantan Barat

(4] Rencana pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b terdiri atas -

a. F'ipa Bawah laut (AL-APK-GM-01) yang terdapat di
wilayvah Tanjung Salaka Kabupaten Sukamara;

b. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-02) vang terdapat di

wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat; dan

c. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-03) yang terdapat di

wilayah Tanjung Siamuk Kecamatan Seruvan Hilir
Kabupaten Seruvan.

|3} Arahan pengembangan sistem pipa/kabel bawah laut
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Migrasi Biota Laut
Pasal 27

AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢, terdiri
dari Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM) dan Migrasi Penyu (AL-

AMB-MP) di pesisir di Kalimantan Tengah meliputi Perairan Laut
Jawa.

Bagian kelima
Kawasan Strategis Nasional
Pasal 28

(1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 ayat (5) terdiri atas kawasan latihan
pendaratan militer TNl AL yvang terletak di Pantai Umbang
kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat vang
selanjutnya disebut KSN-01 dan di Pantai Ujung Cemeti di
Recamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan vyang
selanjutnya disebut KSN-02,

|4) Arahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Strategis
Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB VI
ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
FULAU KECIL
Baman Kesatu

Umum
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Pasal 29

(1] Pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-
pulau kecll diperuntukkan sebagai  pengaturan
pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-
pulau kecil vang terdiri atas:

a. pemanfaatan ruang dalam kawasan/zona/sub zona:
b. perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif:
d. ketentuan pemberian disinsentif: dan
€. arahan pengenaan sanksi.
(4] Pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil berfungsi:
a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan:

b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilavah
perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulan kecil
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah:

€. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu
pemaniaatan ruang wilayah perairan pesisir dan
perairan sekitar pulau-pulau kecil vang telah sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

e, mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan/Zona/Sub Zona

Umum

Pasal 30
(1) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan
upaya perwujudan RZWP-3-K vang terdiri atas:
a. Kegiatan yang diperbolehkan;

b. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin;
dan

c. Kegiatan vang tidak diperbolehkan.

(2) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang pada
kawasan /zona/sub zona berfungsi sebagai:

a. Landasan bagl penyusunan peraturan zonasi pada

tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang
di setiap zona /sub zona:

b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan

c. Salah satu pertimbangan dalam  pengendalian
pemanfaatan ruang.

(3] Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pengaturan
lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang vang ditetapkan
dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil, mencakup:
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a. ketentuan umum  peraturan =zonasi kawasan
pemanfaatan umum:

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi alur laut.

Bagian Ketiga
Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Pasal 31

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (3) huruf a,
terdir] atas:

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap
Pasal 32

(1) Peraturan pemanfaatan ruang zona perikanan tangkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri
atas ketentuan umum peraturan =zonasi subzona
penangkapan ikan pelagis dan demersal.

(2] Ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan

tkan pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan perikanan tangkap
dengan ukuran armada di bawah 10 GT dengan alat
tangkap vang diperbolehkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan pemanfaatan vang tidak
melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan
vang diperbolehkan;

b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
vaitu penelitian dan pendidikan, penangkapan ikan
dengan alat tangkap dan ukuran kapal lebih dari 10
GT yang diperbolehkan mengacu pada peraturan
perundang-undangan vyang berlaku, pemasangan
rumpon hanya dapat dilakukan di jalur penangkapan |
B dan jalur penangkapan Il sesuai dengan tata cara
peraturan perundang-undangan, penempatan alat
tangkap ikan bersifat statis, pariwisata dan rekreasi
serta monitoring dan evaluasi: dan
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c. kegiatan vang tidak diperbolehkan  meliputi

Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang zona

Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan vang diperbolehkan meliputi, budidayva laut skala
kecil dengan bahan, metode, alat dan teknologi vang tidak
merusak ekosistern di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil
dan kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak
terdapat kegiatan budidaya laut:

b. kegiatan vyang diperbolehkan setelah memperoleh izin
meliputi, budidava laut skala menengah sampai besar
dengan bahan, metode, alat dan teknologi vang tidak
merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pariwisata
dan rekreasi, serta monitoring dan evaluasi  dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, kegiatan
budidaya laut yang menggunakan bahan, metode, alat dan
teknologi vang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, pemasangan alat bantu
penangkapan ikan berupa rumpon, penangkapan ikan
dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu
kegiatan budidayva laut dan pembuangan sampah atau

limbah.
Paragraf 4
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata
Pasal 34

khetentuan wumum peraturan pemanfaatan ruang zona
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c,
meliputi zona pariwisata pada subzona wisata budaya dan

subzona Wisata Alam Pantai dan pulau - pulau kecil dengan
ketentuan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi, penvediaan sarana
dan prasarana wisata yang tidak berdampak pada
pencemaran dan  kerusakan lingkungan, kegiatan
penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat
tidak ada kegiatan pariwisata, mitigasi bencana dan
penyelamatan pada kondisi darurat di laut:

b. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
meliputi, penelitian dan pendidikan, monitoring dan
evaluasi dan kegiatan penunjang di zona pariwisata vang
bersifat menetap;



=P,

¢. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, jenis kegiatan
perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan
Jenis wiaa}ta yang dimaksud dalam zona pariwisata, semua
jenis kegiatan penangkapan ikan pada saar berlangsung
kegiatan pariwisata, penagkapan ikan yvang menggunakan
bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta
menggunakan alat tangkap yvang bersifat merusak
ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

pemasangan alat bantu penanagkapan ikan scperti
rumpon, pembuangan sampah dan limbah.

Paragraf 5
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan
Pasal 35

(1} Ketentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang Zona

pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf
d, pada subzona DLKr dan/atau DLKP terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, pembangunan
fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas
tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk
pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh,
tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan
pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan
keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan
berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan
dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan
jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas
pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan
kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
meliputi, pengerukan alur pelabuhan,
penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut,
pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian,
pendidikan, pariwisata dan rekreasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, semua
Jenis kegiatan penangkapan ikan, pengambilan hasil
laut, kegiatan perikanan budidaya, pemasangan alat
bantu penangkapan ikan, pendiran bangunan yang
tidak tercantum dalam rencana induk pelabuhan,

penambangan mineral logam, penambangan bukan
logam dan batuan.

(4] Retentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang Zona

pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d
pada subzona Wilayah Kerja dan Wilavah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terdiri atas:

a. kegiatan vang diperbolehkan meliputi, pembangunan
fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas
tambahan yvang sudah tercantum dalam rencana induk
pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh,
tempat alth muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan
pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan
keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan



Jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas
pert&hﬂnan negara, kegiatan mitigasi bencana dan
kegiatan lain yang sesuar dengan ketentuan
perundang-undangan:

yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan
perikanan monitoring dan evaluasi;

¢. kegiatan vyang tidak diperbolehkan  meliputi,
penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau

bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan,
penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang
(menggunakan bahan peledak, bius dan bahan
beracun) dan merusak ekosistem di wilayah pesisir dan
pulau - pulau kecil, semua jenis kegiatan perikanan
budidaya, pemasangan rumah ikan, dan alat bantu
penangkapan ikan (rumpon dan terumbu karang
buatan), pembuangan sampah dan limbah serta
kegiatan lainnva vang mengganggu dan/atau
menghalangi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan
perikanan, pendirian bangunan yang vang tdak
tercantum  dalam rencana induk pelabuhan,

penambangan mineral logam, penambangan bukan
logam dan batuan.

Paragraf 6

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan
Pasal 36

(1) Ketentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang Zona
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf e merupakan subzona pertambangan minvak dan
gas yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan
minvak dan gas.

(2] Sub =zona pertambangan minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan ruang
vang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai
pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status
hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan
minyak dan gas dan merupakan kewenangan dari
Pemerintah Pusat.

(3] Sub zona pertambangan minvak dan gas sebagaimana
dimaksud pada avat (1) kegiatan yang diperbolehkan dan
kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat
Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi
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Pasal 37

Hetﬂntua.r{ umum peraturan Pemanfaatan Ruang kawasan

konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3}
huruf b, terdiri atas:

4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi
wilayah pesisir dan pulau-pulay kecil; dan

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi
pPerairan.

Pasal 38

(1) l{gtentuﬂn umum peraturan zonasi kawasan konservasi
w_ﬂa:.rah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf a. terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan
dan pelestarian, monitoring sumber daya ikan dan
ingkungannva, rehabilitasi habitat dan populasi,
pengawasan dan pengendalian, pelestarian adat dan
budaya, dan kegiatan mitigasi bencana;

b. kegiatan vang diperbolehkan setelah memperoleh izin
meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan,
kegiatan penangkapan ikan vang ramah lingkungan
sesual dengan peraturan yang ditetapkan oleh
peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,
periwisata dan rekreasi, perikanan budidaya yang
ramah hngkungan, pengambilan air laut untuk
kegiatan budidaya dan tambak garam; dan

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi
penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau
bahan yang dilarang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, semua kegiatan vang
menggunakan cara dan metode yvang merusak dan
melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai
untuk kegiatan yang merusak eckosistem, semua

kegiatan industri, penambangan mineral logam, bukan
logam dan batuan.

[2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi
perairan dalam pasal 37 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan
habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat dan
populasi ikan, monitoring sumber daya ikan,
peningkatan kapasitas infrastruktur, pengawasan dan
pengendalian, pelestarian adat dan budaya serta
kegiatan mitigasi bencana:

b. kegiatan vang diperbolehkan setelah memperoleh izin
meliputi Penelitian dan pengembangan, Pendidikan,
Kegiatan penangkapan ikan vang ramah lingkungan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pariwisata dan rekreasi, Perikanan

budidaya yang ramah lingkungan, Pengambilan air
laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam: dan
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¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan  meliputi

penangkapan ilkan yang menggunakan alat dan /atau
bahan yang dilarang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, semua kegiatan yang
menggunakan cara dan metode yang merusak dan
melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai
unt}lk kegiatan yang merusak ekosistem, s=emua
kegiatan industri, penambangan mineral logam, bukan
logam dan batuan, dan kegiatan lainnva yang
mengurangi nilai dan/atay fungsi pada kawasan
konservasi perairan.

Bagian Kelima
Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Pasal 39

I{ﬂtentl_;lﬂn umum peraturan pemanfaatan ruang alur laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf ¢, terdini
atas:

4. Peraturan pemanfaatan ruang alur pelayaran dan/atau
perlintasan (AL-AP):

b. Peraturan pemanfaatan ruang pipa/kabel bawah laut (AL-
APK): dan

c. Peraturan pemanfatan ruang migrasi biota laut (AL-AMB).

Paragraf 1
Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Pelavaran
Pasal 40

ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran dan/atau

perlintasan (AL-AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a, terdiri atas :

1. Kegiatan vang diperbolehkan di alur AL-AP terdiri atas:
a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan
pengumpul/pelabuhan pengumpan:

b. pengerukan alur pelayaran; dan
c. kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan.

2. Kegiatan yvang diperbolehkan setelah memperoleh izin di
alur AL-AP terdiri atas :

a. Pendidikan dan penelitian: dan
b. Monitoring dan evaluasi.

3. Kegiatan yang tidak boleh di lakukan di alur AL-AP terdir
atas:

a. Semua jenis kegiatan perikanan budidava:
b. Penangkapan ikan dengan alat menetap;

c. Pemasangan rumah ikan dan alat bantu

penangkapan ikan .EEpEl“l'i rumpon serta terumbu
karang buatan;



f. Pembuangan sampah dan limbah

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 41

[2) Pengembangan sistem pipa/kabel bawsah laut
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan
perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang zonasi

kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, terdiri atas:

a. Kabel bawah laut diperuntukkan bagi pemasangan

kabel telekomunikasi sebagai interkoneksi jaringan
telekomunikasi bawah laut:

b. Pipa bawah laut diperuntukkan bagi pemasangan
pipa minyak dan gas bumi Bawah laut:

c. kegiatan yang diperbolehkan pada zona kabel/pipa
bawah laut yaitu lalu lintas kapal dari dan/atau
menuwju  pelabuhan umum dan  perlintasan,
pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan pelestarian/perlindungan
lingkungan;

d. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin

pada zona kabel/pipa bawah laut yaitu penelitian dan
pendidikan, serta monitoring dan evaluasi: dan

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah semua
kegiatan yang tidak selaras dengan peruntukan
zona/subzona di permukaan perairan dan meliputi
penjangkaran, eksplorasi serta eksploitasi dasar laut.

Paragraf 3
Peraturan Pemanfaatan Ruang Migrasi Biota Laut

Pasal 43

Peraturan pemanfaatan ruang migrasi biota dilaksanakan
dengan cara inventarisasi jenis dari biota-biota laut Vang
melakukan migrasi pada kawasan perairan.



29 ayat (1) huruf b merupakan alat ngendals
pt:mant'a,atan ruang vang menjadi kewenangan Ffmfﬂnztah
F‘rnvmgl berdasarkan peraturan perundang-undangan
r:!elalm proseés administrasi dan teknis yang wajib
dj.pﬂnuhi sebelum  kegiatan pemanfaatan WP-3-K
dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan
ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1I11.

(4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdin atas: -

a. lzin Lokasi: dan
b. lzin Pengelolaan,

Pasal 45

(1) Eeﬁag orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari
sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian
E:klaau:pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin

Si.

(2] Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas.

a. lzin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang
secara menetap di sebagian perairan pesisir: dan

b. lzin Lokasi Pulau-Pulau Keeil, untuk pemanfaatan
ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.

(3] Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diberikan
berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar
pemberian izin pengelolaan.

(4) lzin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di
kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan. dan
pantai umum.

Pasal 46

(1) Setiap orang vang melakukan pemanfaatan sumber dava
perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib
memiliki [zin Pengelolaan untuk kegiatan:

a. produks: garam;

b. biofarmakologi laut:

c. bioteknologi laut:

d. pemanfaatan air laut selain energi;

e. wisata bahari;

[.  pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
g pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
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(2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

diterbitkan oleh Gubernur setelah  dj !
| _ . penuhinva svarat
administratif, teknis, dan operasional. =

DE]H.ITI‘ memh:crikﬂn lzin  Lokasi dan Izin Pengelolaan
EEI:I'HEEJII]IEI‘.IH dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Gubernur wajib
mempertimbangkan:

a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil:

b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal
dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan
ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil:

¢. nelayan kecil dan nelayan tradisional:
d. kepentingan nasional: dan
e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pemberan Insentif
Pasal 48

(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf ¢, merupakan acuan bagi
pemerintah daerah dalam pemberian insentif.

(2] Insentif sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dibenkan
apabila pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sesuai dengan rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan

zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3] Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kepada

masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Ketentuan pemberian insentif dari Pemerintah Daerah
kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial.
perorangan, dan lain sebagainya) dalam bentuk:

a. kKetentuan pemberian kompensasi insentif:
b. pengurangan retribusi;

c. pemberian imbalan:

d. pemberian sewa ruang dan urun saham:

e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
i

pembenian kemudahan perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

(5] Insentif merupakan perangkat atau upava untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, vang diberikan dalam bentuk:

a. keringanan pajak;
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b. pemberian kompensasi:

c. imbalan:

d. sewa ruang:

€. urun saham;

f. penyediaan infrastruktur:

g. kemudahan prosedur perizinan: dan fatau
h. penghargaan.

(6] Insentif diberikan dengan tetap menghormatt hak
masyarakat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenal bentuk dan tata cara
pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
ketentuan Pemberian Disinsentif
Pasal 49

(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang
pada kawasan yvang dibatasi pengembangannva.

(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak crang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa
disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.

(2] Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada avat (1}
berupa pengenaan pajak vang tinggi.

(3] Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, berupa:

a. kewajban memberi kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan:

¢. kewajiban memberi imbalan; dan/ atau

d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau non fiskal
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 51

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah
lainnya dapat berupa:

4. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah
pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau

persyvaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah

daerah pemberi manfaat kepada investor vang berasal dari
daerah si penerima manfaat.



Pasal 52

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat
berupa:

4. kewajiban memberi kompensasi:

b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan
pemanfaatan ruang vang diberikan Pemerintah Daerah:

c. kewajiban memberi imbalan:
d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau
€. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 53

(1) Mekanisme pemberian disinsentif vang berasal dari

pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan
gubernur.

(2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah
kepada pemerintah daerah lainnva diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (1), merupakan tindakan penertiban vang dilakukan
terhadap setiap orang vang melakukan pelanggaran di
bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil;

(2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada avat
(1) mehputi;

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
ZONasi;

b. pemanfaatan ruang vang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat
berwenang;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat vang
berwenang; dan/atau

d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinvatakan

oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik
umum.

(3] Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan
perencanaan zonasi wilayvah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak vang
melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi
meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.



(4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada
p-ern_]qnfaat ruang yang tidak sesuai denpan ketentuan
perzinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula
kgpm:la pejabat pemerintah vang berwenang menerbitkan
iZzin pemanfaatan ruang vang tidak sesuai dengan rencana

[5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis:

b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi:

d. pencabutan izin:

. pembatalan izin; dan/atau
f. denda administratif.

BAB VII
INDIKASI FPROGRAM

Pasal 55

(1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau  kecil Provinsi Kalimantan Tengah

berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan
pemanfaatan ruang.

(2] Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada fungsi ruang vang ditetapkan dalam
rencana Zonasi, dan dilaksanakan dengan
menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3] Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau  kecil Provinsi Kalimantan Tengah
dilaksanakan melalui penvusunan dan pelaksanaan

program pemanfaatan ruang beserta sumber
pendanaannva.

(4] Indikasi program sebagaimana dimaksud pada avat (3]
disusun berdasarkan indikasi program utama dengan
waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan
dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun,

(2] Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber
pendapatan lain vang sah.

(6] Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau keecil disusun berdasarkan atas perkiraan
kemampuan pembiavaan dan kegiatan yang sesuai arahan
umum pembangunan daerah.

(7} Indikasi program sebagaimana dimaksud pada avat (1]
tercantum dalam Lampiran Il vang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB VIII
MITIGASI BENCANA

Pasal 56

(1} Dalam menvusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan
Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu,
Pemerintah Daerah memasukkan dan melaksanakan
bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayvah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan
wilayahnya.

(2] Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah
Daerah, dan/atau Masyarakat.

(3] Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah  Pesisir

sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masvarakat:
b. kelestarian lingkungan hidup;

€. kemanfaatan dan efektivitas: serta
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 57

(1) Setiap Orang vang berada di Wilayvah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana
terhadap kegiatan vang berpotensi mengakibatkan
kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2] Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau
nonstruktur/nonfisik.

(3} Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditentukan oleh instansi yang berwenang,

(4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

(1} Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan
Tengah secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan
pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur vang sesuai sifat
pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
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|2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan
pf:mﬂnl_hatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 59

(1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat
daerah dan/atau instansi dan/atau lembaga terkait sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan oleh masvarakat dilakukan melalui
penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak
yang berwenang.

(3) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 60

(1] Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil di dalam zona dikendalikan dengan sistem
perizinan.

(2) Pengendalian pemanfaatan zona di selenggarakan melalui
kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan
terhadap pemanfaatan zona.

Paragraf 1
Rehabilitasi WP3K
Pasal 61

(1} Rehabilitasi dilakukan dalam  rangka menjaga
keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman
hayati yang bersifat lintas kabupaten.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan dengan cara:

a. pengkayvaan sumber daya havati;
b. perbaikan habitat;

¢. perlindungan spesies; dan

d. penghentian pemberian izin.

(3] Rehabilitasi sumber daya non-havati dilakukan dengan
cara vang ramah lingkungan,
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Paragraf 2

Pengelolaan Resiko Bencana

Pasal 62

(1) Bencana di perairan pesisir merupakan suatu kejadian
yang terkonsentrasi di wilayah perairan dan/atau
mempengaruhi kondisi wilavah antara lain :

a. Terjad: pada waktu tertentu;
b. Mengakibatkan bahava vang besar;

€. Membuat terganggunya fungsi vital kehidupan vang
bergantung pada perairan tersebut; dan/atau

d. Menimbulkan kerugian maupun korban pada
Komunitas tertentu.

(2] Kegiatan pengelolaan resiko bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi segala kegiatan pada
tahap mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan dan
pemulihan.

(3] Pengelolaan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada
avat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

(4] Pengelolaan resiko bencana bertujuan untuk membangun
ketahanan komunitas terhadap bencana sekaligus

mengurangi dampaknya.

(9) Masyarakat dan/atau badan usaha melalui koordinasi
dengan Pemerintah Provinsi dapat berperan serta dalam
melakukan pengelolaan resiko bencana.

(6} Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengelolaan
resiko bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Perubahan [klim
Pasal 63

(1) Perubahan iklim di perairan pesisir merupakan perubahan
kondisi iklim tidak normal akibat meningkatnya emisi gas
rumah kaca yang menyebabkan timbulnya fenomena dan
dampak perubahan iklim di perairan serta menyebabkan
kerugian dan korban pada komunitas tertentu baik dalam
jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang
sehingga diperlukan pengelolaan resiko perubahan iklim.

(2] Pemerintah Provinsi wajib menvelenggarakan kegiatan
pengelolaan resiko perubahan iklim.

(3) Pengelolaan resiko perubahan iklim sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan mitigasi dan
adaptasi.

(4) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan kegiatan pengurangan emisi darn
kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah perairan.
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(5] Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan kegiatan penyesuaian sistem
kehidupan vang dilakukan dalam mengurangi dampak
dari perubahan iklim di perairan.

(6] Masyvarakat dan/atau badan usaha melalu koordinasi
dengan Pemerintah Provinsi dapat berperan seria dalam
melakukan pengelolaan resiko perubahan iklim.

Paragraf 4
Larangan
Pasal 64

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan
kerusakan Ekosistem terumbu karang;

b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi dan
kawasan perairan di depan permukiman pesisir dan
pulau-pulau kecil;

c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau
bahan lain vang merusak Ekosistem terumbu karang;

d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang
merusak Ekosistem terumbu karang;

e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem
mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau
Zona budidava vang tidak memperhitungkan
keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

g. menebang mangrove di kawasan Konservasi untuk
kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang
lamun;

i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yvang apabila
secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya
menimbulkan kerusakan Iingkungan dan fatau
pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyvarakat
sekitarnva;

j.  melakukan penambangan minvak dan gas pada wilayah
vang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau
budayva menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau
pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat
sekitarnya,

k. melakukan penambangan mineral pada wilayah vang
apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial
dan/atau budava menimbulkan kerusakan lingkungan
dan/atau pencemaran lingkungan dan/fatau merugikan
Masvarakat sekitarmva; serta
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|. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan
kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat
sekitarnya.

BAB X
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 65

(1] Gubermnur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat
Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi,
bimbingan  teknis, pengembangan informasi dan
komunikasi, penyebar luasan informasi, pengembangan
kesadaran dan tanggung jawab masvarakat.

Pasal 66

(1) Gubermur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi
melalui Perangkat Daerah teknis terkait pelaksanaan
perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai
dengan kewenangannya.

(2] Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualtas
pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 67

(1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, masyvarakat berhak:

a. mengetahul rencana tata ruang/RZWP-3-K,

b. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan;

c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

d. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak vang
berwenang atas kerugian vang menimpa dirinya vang
berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
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f. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan
vang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

g. melaporkan Kepada penegak hukum atas pencemaran
dan/ atau perusakan Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yvang merugikan kehidupannya;

h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap
berbagal masalah Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
vang merugikan kehidupannva; dan

1. memperocleh ganti Kerugian.

Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas pokok dan
lungsi serta tanggungawabnya di bidang kelautan dan
perikanan harus memberikan sosialisasi RZWP-3-K daerah
melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat
dan masvarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyvarakat

Pasal 68
Setiap orang wajib:
a. mentaatt RZWP-3-K daerah; dan
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
Setiap orang berkewajiban:
a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan
wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. menjaga, melindung, dan memelihara kelestarian
wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;

d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau

e. melaksanakan program pengelolaan wilayvah pesisir dan
pulau-pulau kecil vang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masvarakat
Pasal 69

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada

tahap:

a. partisipasi dalam proses perencanaan zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilavah pesisir dan
pulau-pulau kecil; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bentuk partisipasi dalam proses perencanaan zonasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
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a. memberikan masukan mengenai penentuan arah
nengembangan wilayah, ©potensi dan masalah
pembangunan, perumusan Trencana zonasli seria
penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan RZWP-3-
K,

c. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

(3] Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dapat berupa:

a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang vang sesuai
dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan;

b. menvampaikan masukan mengena) kebijakan
pemanfaatan ruang;

¢. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian,
dan/atau dana dalam pengelolaan pemaniaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektvitas, dan keserasian
dalam pemanfaatan ruang wilayah darat, ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, ruang udara, dan ruang
di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya
secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan
perencanaan zonasi;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian
fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
. mengajukan gugatan ganti rugl kepada Pemerintah
Daerah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan
vang dilaksanakan merugikan.

= 0

(4] Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenali arahan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi,;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan ruang, rencana zonasi vang telah
ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal
di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat vang berwenang
dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang
vang melanggar rencana zonasi yvang telah ditetapkan
dan adanva indikasi kerusakan dan/atau pencemaran
lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan
minimal dan/ atau masalah vang terjadi di masvarakat
dalam penvelenggaraan penataan ruang;
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d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat
publik yvang dipandang tidak sesuai dengan RZWP-3-k;
dan

e, mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau
penghentian pembangunan yang tidak sesual dengan
RZWP-3-K kepada instansi/pejabat yang berwenang.

(5] Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat
disampaikan secara langsung danj/atau tertulis kepada

Gubernur, Bupati dan/atau unit kerja terkait.

BAB XII
KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 70

(1] Dalam rangka  mengoordinasikan penyelenggaraan
penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah
bidang penataan ruang dibentuk Tim Pokja RZWP-3-K.

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Pokja RZWP-
3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 71

(1] Untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku
kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dapat dibentuk lembaga Mitra Bahari.

(2] Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan forum  kerjasama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat,
dan fatau dunia usaha.

(3) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Mitra Bahari dapat
membangun sistem informasi dan dokumentasi =zonasi
wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(4] Pembentukan Mitra Bahari Provinsi dilimpahkan kepada
Perangkat Daerah teknis terkait vang dalam hal ini Dinas
Kelautan dan Perikanan vang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII
GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 72

Masyvarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73
(1] Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi
kemasyvarakatan berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

(2] Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
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a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau
organisasi nasional,

b. berbentuk badan hukum;

c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas
menvebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk
kepentingan pelestarian lingkungan; dan

d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasar dan anggaran rumah tangganya.

Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan

tertentu tanpa adanya tuntutan ganti Kerugian kecuali

penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyaia

dibayarkan.
BARB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 74

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penvidik Pegawai Negeri

Sipil.

Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelin
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang penataan ruang agar Keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan Keterangan
mengenai orang atau badan tentang kebenaran

perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang penataan ruang;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dan pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penataan ruang;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang penataan ruang,

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
penataan ruang,

g. menyuruh berhenti danj/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung, dan memenksa

identitas orang atau dokumen vang dibawa;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tndak
pidana di bidang penataan ruang;

. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penvidikan; dan
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

Setiap orang vang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan
memanfaatkan ruang vang tidak sesual dengan izin dipidana
kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang
undangan,

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

a. izin pemanfaatan vang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai
dengan jangka waktu masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang vang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku

ketentuan:

1. untuk vang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

2. untuk wvang sudah dilaksanakan pembangunannyva,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional
terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penvesuaian
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap
kerugian yvang timbul sebagai akibat pembatalan 1zin
tersebut dapat diberikan penggantian vang lavak; dan

4. penggantian yvang layvak sebagaimana dimaksud pada
angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. pemanfaatan ruang vang izinnya sudah habis dan tidak
sesual dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian
berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang di daerah vang diselenggarakan tanpa
izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk
dilakukan penertiban dan penvesuaian.
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BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77

Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan kawasan
konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah yang belum
disepakati pada saat Peraturan Daerah im1 ditetapkan,

rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil
penetapan/pencadangan kawasan konservasi berdasarkan
hasil penetapan Menten.

Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum
pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran
(alokasi ruang dan titik koordinat] Peraturan Daerah ini,
tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau
kecil yang sebenarmya.

Dalarn hal penetapan sub-zona DLKp danj/atau DLKr

pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendin
dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap
bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada
saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau
DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri
dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya
disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang
membidang perhubungan.

Dalam hal penetapan sub-zona WRKOPP oleh Menten
terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum
disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan,
WKOPP tersebut dan alokasi ruangnyva disesuaikan dengan
hasil penetapan WKOFP oleh Menteri.

Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci
dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil pada lokasi tertentu vang diprioritaskan.

Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaan wvang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
terkait dengan RZWP-3-K yvang telah ada, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap
berlaku.

Peraturan Gubermnur sebagal peraturan pelaksanaan
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 [dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannyva dalam Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Rava
pada tanggal B Januan 2019

GUBERNUR EALIMANTAN TENGAH,

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januamn 2019
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 - 2039

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki bagian wilayah yang berbatasan
dengan laut sekaligus telah merangkai 7 (tujuh) kabupaten dan kota pesisir,
vaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin
Barat dan Kabupaten Sukamara. Di sepanjang wilayah pesisir Kahmantan
Tengah ini terbentang wilayah laut yang strategis dan kaya akan berbagai
sumber daya hayati maupun non-hayati, juga keindahan alam pulau-pulau
kecil dapat memberikan jasa lingkungan antara lain untuk menggerakkan
industri pariwisata bahari bagi kemakmuran masyarakat hingga generasi yang
akan datang.

Pemanfaatan kekayaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kalimantan
Tengah dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalus
pengelolaan potensi perikanan, jasa lingkungan, energi kelautan dan
pertambangan, dan lainnva. Untuk dapat lebih mengoptimalkan upaya
pemanfaatan dan pengembangan sumber daya pesisir yang sekaligus berfungsi
penting sebagai kawasan penyangga, pelindung, dan peralihan (interface]
antara daratan dan lautan berikut tekanan pusat penduduk, perlu dilakukan
kegiatan perencanaan agar segala upaya eksplorasi yang diimplementasikan
berdasarkan kesesuaian ekologis dalam rangka meminimalkan dampak
nepatif. Selain permasalahan ekologis (seperti pencemaran, degradas
ekosistem dan habitat) maupun permasalahan sosial budaya vang dapat
mengancam kesinambungan pembangunan, juga dibutuhkan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
secara multi sektoral dan terpadu dalam pemanfaatan ruang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa rencana
yang memuat arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir adalah
RZWP-3-K vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perencanaan
merupakan upaya untuk membangun suatu wilayah menuju masa depan yang
lebih baik berdasarkan indikator tertentu sebagai data dalam proses
perencanaan seperti keadaan fisik (kondisi alam dan geografis), sosial budaya
(aspek demografi dan sebaran penduduk], ekonomi (pusat perdagangan
eksisting serta berpotensi dikembangkan), serta aspek strategis nasional dan
daerah. Perencanaan Zonasi akan memuat arahan kebijakan secara lintas
sektor dalam pembangunan wilayah pesisir serta fokus pada aspek fisik spasial
mencakup perencanaan struktur ruang, pola pemanfaatan ruang dan arahan
pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah ini merupakan kepastian hukum bagi tiap pengguna
atau pemanfaatan sumber daya pesisir di Kalimantan Tengah berdasarkan
arahan kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, maupun

kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin berikut
pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam
pemanfaatannya.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal &

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas,
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

avat (1}

Cukup jelas.
avat (2)

Cukup jelas.
avat (3}

Cukup jelas.
avat (4)

Zona inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan
untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas

untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan
umum vang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain,
untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi
pariwisata, clah raga, dan ekonomi.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.



Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.



Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas
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S+32" 13,918 B

1.137,988
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1=V P s . _.... F S T BT
 Migrasi Penyu (A Hu--_...“.___..-h.“__ 3

DARI DAN KE TG. PANDAN - COSONG SENGGORA KECIL | ; _
AL-AMB-MP-01 ' 18 45" TE ETT : 6201-01; 6201-03; 6201-05
KOTAWARINGIN BARAT 11 5 A567T1"E 3* 7 36,002' 8§ 6201-06: 6201-07: 6201.08
6201-05, 6201-07; 6202-02: =k
DARI GOSONG SALAKA-TANJUNG PUTING-PESISIR 6202-01; 6202-2; 6202-03;
AL-AMB-MP-02 TENGAH-TIMUR KALIMANTAN TENGAH MENUJU PESISIR | 1110 40'51.116° & 313 70775 | 9403-08; 6202-05; 6202-07;
KALIMANTAN BELATAN , 6202-08; 6202-09; 6202-10; 7
6203-02;6203-04;6203-
 Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM) | — i r———— |-..___.Hm...hna?5._.l |n1_|]all
Al-AMB-MM-01 DARI DAN KE TELUK KUMAI |10 29" 48 542" E 30 ' 508077 5 | P401-01; 6201-03; 6201-05; ..
. 6201-08
AlL-AMB-MM-02 DARI DAN KE TELUK SAMPIT 113 0¥ 24.554" E 20 52 39.890" 8 | 6202-11: 6203-03 |

‘Basrah Latihan Pandsratan Militer TNI-AL — | | e —
KaN-01 KEC. KUMAI EAB EOTAWARINGIN HARAT 111237 54.TT5" E _ on SR 43 295 8 0201-07; 6201-08 1.920.970
e d — e — —  — L B S - e e — B
| REC HANAUT, KOTAWARINGIN TIMUR DAN KATINGAN .
KSN-02 KUALA KAB. KATINGAN 1130 13 28615 E J° 9" 1R B99° § G203-02; 6203-03 4.989 440




LAMPIRAN IIl PERATURAN DAERAH FROVINE] KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019 A
TANGGAL 8 JANUARI 2019

kegiatan armada pada jalar
penangkapan ikan

| Sosialisasi aturan alat ﬂmm._mﬁ.ﬂ. 1

Pembangunan Sistem informasi
darrah penangkapan ikan

pengembangan ﬂnn:._H:uh
tangkap laui dalam:

Peningkatan pembinaan
pelaksanaan kegiatan di sekior
| industri perikanan

Identifikasi pelabuhan

non pemerintab

I

A Reovitalisasl alat tanglkap yang
produktif dan ramak

lingkungan

_ & | pelatihan, bimtek, sertifikasi

Peningkatan keterampilan
nelayan secara berkala melalui

kompetensi fkepelautan

|

h.

perikanan yang dibangun oleh |

Pendaftaran, penandann kapal
dun kartu nelayan / kartu _
pelaku usaho

Penerapan teknologi rantul

dingin pazca tangkap untul
menjaga kualitas hagil

__ tanghapan

TAHAP | TAHAPTT |

Lokasi Sumber Dana | Instansi Pelaksana 2020 - 2024 | 2025-2029

(Tahun ke] | (Tahun ke)

2030 - 2034 | 2035 - 30

Selurmih

u__“.h.—u_._._.—u-.Eﬂh_ ﬂ_ﬁ...mm.w_..-. ..._-..H_.m—_q_. _._.—H”mﬁw _ —u."_._._n.n.m_.. .T_..HH.__.- Kk
|

S B _

Seluruh APBN, APRD, DKP, Kem KP,
ﬂm_uﬁﬂm:nn Peaisir Ewasln swadta, PT
WPP 712dan 711 | APBN, APBD.

= _ DKP, Kemi KP

Selurub =

Kabupaten Pesisir AFBN, APBD, DKF, Kem KF,
SWHSA swasta, FT

Sehuruh
Kabupaten Pesigir APEBN, APBD, DKP, Kem KP,

_ ; SWasn swastu, PT

Seluruh :
Kabupaten Pesisir APBN, APBD, g

LSM Kem KP
Seluruh
Rabupaten Pesisir | APBN, APED, DEP,
L5M Kem Kp
= , __
Seluruh | |
Kabupaten Pesigic | DN, APBD, | DKP Provinsi/Kab. /
awasta, LSM Kota
Seluruh _
Kabupaten Pesisir | APBN, APBD. | DEP Provinsi /Kab. /
swasta, LSM Kota




Peningkatan sarann don =
prasarana untuk mendukung

| pengembangan perikanan

tanghap

Penataan alur dan proses tata

mingn hosil tangkapan
prrikanan

EEW#E: n kualitas SDM

7 [ _ Penyuluh Perikanan dan

m-n:nnaﬂ_pun _u_mﬂrn.nn__..

Pembinaan, monitoring dan
evaluasi perjinan perikanan

?:mmn_?mnm.mﬂ sistem
informasi dan promosi usaha

perikanan tanglkap

Pembinaan UPL untuk
kelayakan kualitas pengolahan
dan pendulkung perikanan
tanghkap

Preningkatan pembinaan mutu
tdan keragaman produk hasil
_ perikanan tanghap

mutu dan keamanan hasdl
pernkanan tangkap

 Pengembangan sistem jaminan 7

Pemberdayaan __".m_uEnEF dar
badan usaha milik kelampok

nelayan

Sosializaal _"_ﬁ_._.___,ﬂu.uu lentang
alat tangkap dan alat bantu
penangkapan vang ramah

lingkungan

Inventarisasi dan pemetaan alat

penangkapan ikan

_. . —Tn:mn_nmm:: (Pemanfaatan dan

pengendalinn) sumberdaya

Seluruh T
Kabupaten Pesisir | APBN, APBD, DEP,
Swasta, LSM Kem KP
Seluruh " - y
; APBN, APBD, DEP,
Kabupaten Pesisir Swasta LENE Yor KD
Seluruh o
s APBN, APAD, DKP,
7 Kabupaten Pesisir Swasta, LSM i
Seluruh | DKP, Badan
Kabupaten Pesisir AFBN, APBED, .
paten Swasts, LEM | Porizinan
| Kem KP
| Seluruh N F :
s APBN, APED, DRP, Depernindag
Kabnipaten Pesisir Swasta, LSM N
Seluruh
Kabupaten Pesizsir | APBN, APBD, DEP, Deperindag
Swastd, L5M Kem KP
Seluruh 0 PI
o AFBN, APBD DKP, Deperindng
b : ;
Kebupaten Pesisir 3 LSM e G
L
Seluruh )
| APBN, APBD, | DKP, Depérindag
Kabupaten Pesisir Swasta, LSM S
Seluruh
; APBN, APHD, DKP,
7 Kabupaten Pesisir Swasts. LSM RS
ke . L
Seluruh
Kabupaten Pesisir | APBN, APBD, | DKP Provinsi/Kab./ |
f Swasta, F_m__.__ Kota
Seluruh APBN, APED, DEP,
Kabupaten Pesisir mEn:E L5M Kem KP
Seluruh | APBN, APBD, | DKP Provinai/Kab. /
Rabupaten Pesisir _fqhm__n L5M Eota, Kem. KP




pakan lokal serta penyediaan |

No. - 2 Utms | E
Kelauton dan perikanan
H::.ww:mz:ﬂm..._lﬁinibw Seluruh B

traan peageioloan Kabupaten Pesisir | APBN, APBD, DEP,

x.
sumberdaya kelautan dan Swasta, LSM Kem KP
penkanan

i — : -

y. ._n__nn_ﬂﬂ.—u_u.___._..mt.ﬂ #_____._ bantii Seluruh APBN, ._n___um..m... DKP _u._-.u_.____mﬂm____..__nu.._uu.___
penangkapan ikan Kabupaten Pesisir | Swasta, LSM Kota, Kem, KP
w.n:m_nnn_ﬁ.ﬂmnn usaha Seturuh APBN, APED), | DKP Prowvi

. inai fKab.

. perikbanan tangkap Kabupaten Pesisir Swasta, H..mm.- Kota, Kem. KP /
_n_ﬂ.:...w__..rh_u.l_u n.n__...—.._.l.lu.-n_.__.._.__— ..W_m“_.._h_.._.._._.._. i | H__._Hﬂ_ Frovingi mnﬁ...._.”.
produks: perikanan pemanfaat Kabupaten Pesisir ' Kota, __nﬂﬂ—.___ KP -/

aa. | hasil produksi perilkcanan APBN. APHED,
tangkap Swasta, LSM
I
2. | Zona Perikanan Budidaya (KPU-PB] o Sl — —

o | Prasarana perikanan budidaya Semua kabupaten dan/ atau DEP,
laut (KJA, KJT, ramput laut, Prgigir sumber
Ay pendapatan lain | Kem KP, swasta

. | yang sah
Penyempurnaan regulasi yang
terkait dengan tata nang APBN, APBD,

b provins) dan kabupaten melaiul Semua kabupalen dan/ atau DKP,
pencantuman Kawasan Pesigir sumber
budidaya perikanan dalam pola pendapatan lain Kem KF, swusta
ruang RTRW yang sah

| APEN, APED,
Penyusunan Masterplan dan "

¢. | RPP budidaya Iaut Provinsi ?Enﬂlﬁﬁ.ﬂ n“ﬁwﬁ_ Dinas PU, DKP

Kalimantan Tengah Isir petidapatan lan Happeda
yang sah

Pengembangan Gerakan Pakan | i

lkan Mandiri {Gerpari] dengan APHN, APED,

mendorong kemandirian dan/ atau

P i o B Semua kabupaien | 307 01 DK,
pakan mandiri dan ; pendapatan lain Kem KP
mengembangkan bahan baku yang sah







Desiminasi dan Adopsi
l. | Teknologi Budidayn Laut untuk
Peningkatan SDDM

 Pengembangan sentra budidayn
m. | laut dengan percontohan

kawnzan /klaster
= ru_:asﬁ Pengembangan
7 " | Budidaya laut

Sosialisasi Pengembangan
Budidaya laut

|3, | Zona Pariwisata (KPU-W)

Penyusunan Rencana Induk
a. | Pengembangan (RIP) Pariwisata
khususnya wisala bahari

p, | Peningkatan sarana dan
| prasarann wisats

Promogi even wisata ke
nasional & mternasional

4 m__u.nﬂin_ manajemen &
peningkatan mutu wisata

mﬂﬂmn..:cﬂﬂﬁ.ﬂn .mF_.ﬁ dan
¢, | cinderamata berwawasan
lingkungan

i | Pengembangan Pariwisatna
| berbasis lingloungan dan

Sermmua kabupaten

dan/ mtau

APBN, APBD,

DKP, Balitbang,

sumber
Pegigir pendapatan lain Kem KPP, PT, Swasta
vang sah
= APBN APB5—]
dan/ ata 1
| Semua kabiapaten Bieniy DKP, Balitbang,
= SUIT
i T T Kem KP, PT, Swasia
yang sah
APBN, APBD, DKP, Dinas PU,
Semus lesbupaten dan/ atau Bappeds
Prgixic sumber
| —ulu.-nﬂm—u-m—..ﬂﬂ— HEH— I.—-H-._. :.1._ EH{H_
yang sah Swasta
APBN, APBD, |
Semua kabupaten don/ atau DKP,
Pesisir sumbe:
Kem KP

pendapatan lain

yoang sih

5.706,79

_ Kabupaten Pesiair

Kabupaten Pesisir

APBD, APBN

Disparbud, s KP,

Bappeda

| Disparbud, Dis KP, |

APHD, APEN,
swisia | Bappeda, Kem K
i Emﬁﬁwnﬁ Dis KP,
; i APHD, APBN
Ka 4 ’
bupaten Pesisir Wit fdecf Eﬂuﬁh“ﬂn KP,
. Disparbud, Dis KP
APBD, APBN : 4
Ka _ .
bupaten Pesisir Qe m_nnﬂn”ln_h_...mmﬁ“ﬂ KP,
| | i Disparbud, Dis KP, |
Kabupaten Pesisir oty AP, Bappeda, Kem KP
swasta ,
_ EWHETA
Kabupaten Pesisir APBL, APBN, Disparbud, [is KP,
swasta

. Eﬁ—u_ﬂﬁﬂﬂ._. Hﬂ..—m IT..".H“._




% .

masymrakat

Identifikasi kondisi sarana
g | prasarana dermagn daerah
tujuan wisata

" Ferencanaan kawasan Bahan
- Terpadu

Pengembangan atraksi (event)
i, | budaya dan objek wisata
(wisata bahari)

}- | Promos! wisata bahar

| Promosi dan peningkatan daya
tarilkc serta destinasi wisgaia
baahari

o

Peningkatan sarana dan

L. | prasarana kepariwisataan
: bahari

Peningkatan produk wisata
bahari yang sesuas
karaktersitik masyaraloat
 Kalimantan Tengah

| Peningkatan manajemen
kepariwisalaa bahan

Pelibatan masyarakat lonkal

dalurmn pengelolaan daya tarik

wisaln don pengembangan
usaha pariwisata

- — .

p. | masyarakat lokal menjadi guide
dan pembuatan souvenir

Pengendalian dampak negatil
. | kegiatan pariwisata di wilayah

i

T e ———

|

H i L
Disparbud, Dis KP
2 A _ '
Kabupater Pesisir ﬁ—w.—hrwnﬂmz_ Bappedn, Kem KP,
_ pwasta
.| Disparbud, Dis KP
. AP APBN, - _
Kabupaten Pesisir mhm__.rnnn i Bappeda, Kem KP,
FWAsLA
_ Disparbud, Dis KP
a A : .
Kabupaten Pesisir ﬂﬂ”rﬂﬂmz, Bappeda, Kem KP,
! swasta
Disparbud, Dis kP, | [0
Kabupaten Pegisir }_umwruﬁﬂmz. Happeda, Kem KP,
swasta _
| Kabupaten Pestsir _ APBN. APBD Dinas Pariwisata & | |
- ' Eltonomi Kreatif
s ta, LS )
wasin ! KPR
Kabupaten Pesisir | ooy oo | Dinas Pariwisata t | _ .
it Ekonomi Kreatif, |
DKP
| Kabupaten Pesisir - .. 1iF
o | e
SWast _
%, LM DKP
e | — -
" o APBN, APBD, Dinas Pariwisata &
abupaten Pesisir Swasta, LSM Ekonomi Kreatif
Kabijpaten Peaisis APBN, APRD, Dinas Pariwisata % |
Swasta, LSM Ekonomi Kreatif
fi Provinsi LI
Kol s APBN, APBD, Dinas Pariwisata &
Ter mmw_ Swasta, LEM Ekonomi Kreartf
Dinas Pariwisats & |
- APEN, APHD,
.—lﬁmwsﬁn_n: Peasisir Bwrants rm_ﬂ Ekonomi Kreatif,

DKP , DINAS LH

1). Sub Zona Pelabuhan DLKr dessn DLEKgme (KPU-PL-DLK)




.. . .
Ponctapan DLEr dan DLKp 47 <47 88,01
| A, | untuk Pelabuhan Umum yang

belum menyusunnya

Idenitifikasi kondisi sarana
pelabuhan

c. | pengembangan Pelabuhan

Pembangunan dan

pengumpan

Pengembangan dan

® | yang berfungsi sebagai simpul-

Penataan ruang kawasan
seldtar pelebuhan perikanan

rakyat

peningkatan fagilitas pada
pelabuhan-pelabuhan rakyat

simpul pergerakan barang dan
manusia antar pulan

I.

. Peningkatan kuslitas sarana-

Pengumpan den Pengumpul

prasarana Pelabuhan

Peningkatan pelayanan
kepelabuhenan

h.

Revitalisagi sarana dan
prasarana pelabuhan

; | Peningkatan fasilitas pokok dan

fasililas penunjang pelabuhan

1.

Penyusunan aturan dan
Pembinann, Pengendalinn dan
Pelakzanakann pengawasan
kegiatan kepelabuhanan

k.

Peningkatan keselamatan dan
keamanan pelayaran

Dhnas

EEEEEEEE i[5 EEE JUE EEE

n e

Provinsi
Kalimantan APBD, APEN Perhubungan,
Tengah Kementrian
Perhubungan
Pesisi APHAD Dishub, Dis KP, PT
Praisi APED, APEN Dishub, Kem Hub,
7 Kem KP
Pesisi APRID Dishub, [Dis KP
Dishub, Dis KP,
Pesisir hﬁﬂﬂrnr_m_hmz. Kem Hub, Kem KP,
Dhe PL], swastas
Pelabuhan Dishub, Dis KP, ..
Pengumpan dan }ﬁmﬂﬂrﬁmz, Kem Hub, Kem KP,
Pengumpul Dis PLI, swasta |
Frovinsi
Kalimantan }mﬂmﬂmﬂmﬂ_ Dizhub
Tengah
Provingi
Kalimantan }Tmm_ﬂn.”,ﬁmn__ Dishub, Dinas PL
Tengah .
Provinsi
Kalimantan bﬂmwﬁn.”qm.m - Dishub
Tengah
Provinsi
Kalimantan h___._um.ﬂ_mﬂ__—um__u Dishub
Tengah
Provinsi I Dishub
Kalimantan Mﬁﬂ”__nh_mwﬂ. Kementeran
Tengah | Perhubungan

2). Bub Zona WKOPP [KPU-PL-WEKOl




Reviialisasl ltapal dan alat
tanghkap,

Pengendalian pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan
perikanan.

Pengembangan usaha
perikanan tanghkap

Pemberdayaan kelampok
nelayan

e. | Pengelolaan sumberdaya ikan

Penviapan sentra-sentra
produksi kegiatan ekonomi

khususnya uniuk sekior
perikanan

Peningkatan kualitas hasil
produksi perikanan tangkap

Revitalisasi kapal dan alat
tangknap

g nl f cm B8 'l up
o | APBN, APBD, |
Pelabuhan dan, atau
Perikanan wilayah sumber Eﬂm.m.....uq_.m_;__”nﬁ. i
Prov, kalteng pendapatan lain P
vang sah
APBN, APBD,
Pelabuhan dan; atau
_ Perikanan wilayah sumber PKP ?Emm.xha_ Kem
Prov, kalteng pendapatan l&in
yang sah
APBN, APBD, | -
Pelabuhan dan/ mtau
Perikanan wilayah sumber DRP Prov/Kab, Kem
Prov. kalieng pendapatan lain KE
vang sah
| APBN, APBD,
Pelabuhan dan/ atau
Perikanan wilayah _ sumber LR _".E,____H____n__m____" i
Prov. kalteng pendapatan lnin _
yvang sah |
APBN, APBD,
Pelabuhan dan/ atau DEP
Perikanan wilayah sumber Prov /Kab/Kota,
Prov. kalteng pendapatan lain Kem KP
vung sah
| APBN, AFED
Pelabuban dan/ atau
Perikanan wilagyah sumber DKP Prov, Kem KP
Prov, kalteng pendapaton lain
yvang sah
APRN, APBD,
Pelabuhan dan/ alou DKP
| Perikanan wilayah sumber Prov/Kabh/Eota,
Prov. kalteng pendapatan liin Kem KP
vang sah
| APBN, APBD,
Pelabuban | dan/ atan DKP
Perikanan wilayah | sumber Prov/Kab/Kota,
Prov. kalteng pendapatan lain Kem KP
yvang sah




| TAHAPI TAHAF I TAHAP Il
_ | - | S | e | ;
No. Program Utama Lum == (ha) Lokasi Bumber Dana  Instansi Pelaksana ..._.._ﬂ!__u. _uﬁ.___- HEE_H bun ke) E___..._ H“ﬂ_._-._., T _.... k)
. _ 1[2[af4]s[1][2[3[4[5[1[2][3/4[5[1[2[3[4] B
~ APBN, APBD, | [ _. .
Pengendalinn pemanfaatan Pelabuhan dan/ atau :
. | sumberdayva kelautan dan Perilunan wilayah piticres B LKP 1EH.__n.._=E____ Kabh. /
perikanan. Prov, kalteng pendapatan lain s
vang sah
i APBN, APBD, T .
Pelabnihan dan/ atau
Pe han ha 3 .
it Ewﬂwﬂﬁ hw.“ﬂ Perikanan wilayah sumber DKP Prov, Kem KP
Prov, kalteng pendapatan lain
yvang sah
Kotawaringin APAN, APBD, I i —1
Barat, dan/ atau
" ﬁﬂwﬁﬁ_ﬂ%ﬁﬂ kelompok Eoiwwartnabh b DKP,
| Timur dan pendapatan lain Kem KPP
Seruyan vang sah |
| APBN, APBED, i
Pelabuban dan/ atau
. | Pengelolann sumberdaya ilcan Perikanan wilayah _ sumber DKP Prov, Kem KP
Prov. kalleng pendapatan lain |
yvang sah
O = - |
| APBN, AFBD
Penyiapan sentra-sentra . ,
produlesi legintan ekonomi Pelabuhnn ARn/ siay . _
A% | bhnisiia Perikanan wilayah surmnber DKP Prov, Kemm KP b
nyn untuk sektor B Ll 4 faba
_ perikanan o, eng pendapaton
| vang sah
Konservasi Pesisir dan FPulau— BE—"ulau Kecil (KKP3K) | i 1 ST et NIRE o | =]
Sinkronisasi dan perubahan 49.3 =4 ,65 . DKP. Dinas _ . F=r—— 1 —F-
ASAILE MWL, CRgNT Rawasan Kehutanan, BRSDA _
a. | alam/suaks alam menjadi mangrove di APEN, APBD dan E”.m.:_._.
Kawasan Konservasi Pesisir dan Recamatan pesisir
Pulau-pulau Kecll (KKPAK) _
Pemetaan knwasan mangrove —t—r— N
b. | baik di kawnsan lindung adn APBN. APBD DEP, Kem KEKP
maupun di luar Kawasan
| Penetapan dan penataan : APEN, APBD _- Fe=1 1 1 Flr=T
kowasan konservasi pesisir dan
= | pulat-polay Soectl di Yinr . Yo BRY
| kawasan suaka alam dan B _. Rl | |




r@nﬂ...ﬂhdﬂﬂn database dan data
seriea kawasan konservast

“ | pesisir dan pulau-pulay kecil

gerara online

Penyusunan KLHS KKP3K

penerapan ilmu den teknolog
kelautan

Penelitian, pengembangan dan |

© | Budaya i Kawasan

Penpuntan Sosial, Ekonomi dan
KKPIK

Monitoring dan evaluasi
prngelo Fhu___nhﬂ ASan
konservaai pesisir dan pulau
pulau kewcil

k.

Penguatan kearifan lokal dalam
pengawasan pemaniaatan
sumberdaya kewnsan

Peningkatan operasional
peongawasan dan Kapasitas
POKWASBMAS

Kawasan Konservasi Perairan (K TP

Gl evimesssdvosinaiton

Pencadangan kemball Kawasan
Konservasi Perairan Kabupaten

" | Kotawaringin Barat oleh

_....... ubernur Kalimantan Tengah

b.

Pencadangan Kawasan
Konservasi Perairan

1n..EEﬂEu dan Pen nn__Enn

c. | Kawasan Konservasi Permiran

[KKF)

61.362.24 |

AFBN, APBD
s DKP, n__m LH, Kem
= APBN, APBD} | DKP, DIS LH, Kem I
KLHE
APBN. APHD
Hilia 7» DKP, Bali Ithang
g APBN, APBD = DEP, Bidang
Ekonomi
adu APEN, APBD DEP, Kem KKP
APEN, APHED
ailn DKP, Kem KKP
Kem KP, DKP,
ada APHN, APBD Palad
em KP, DEP,
sl APHEN, APBD Polair
. nn ﬁhﬂ%ﬂﬂr DKP
n SH
Kotawaringin APBN, APBD
Barat
Kabupaten Pesisir | APBN, APBD DKP, Kem KKP




H I
= H_E- ._Eﬂ_u_. -ﬂEEE- FEEE-H
_uw_u:.?bu Zonas) dan APBN, APBD |
d. Penpeiolasn =i DREP, Kem KEKP |A.
| Pembentuktan dan penguatan N APBN, APED | T _w
c. | kelembagaan ﬂﬂnnnmumu =da DEP, Kem KKP |
kawasan konservasi |
— . | — . b r—
{ | Penyusunan KLHS KKP sda APBN, APBD | DKP, ek T - || -
| Rehabilitasi dan ckstensifikasi AFBN, APBD [
g |ckosistem te rumbu karang dan di DKP, DIS LH |
padang lamun
Pengembangan pemanfaatan | AFBN, APBD S
b, | jasa Iinglungan dan wisata eilia DRP, Dinas |
| alam lawut Pariwisatia
Peningkatan kesaddran dan | APBN, APBD if
penegakan hukum dalam
L pendivaguriaan imberdays sdn DK, Biro Hukum
laiat
. Penyusunan datnbase Kawasan Hmmm_ APBD DKP i
J. | konservasi perairan dan kondisi sl
terumbu kamang secara online
Penelitian, pengembangan dan AFPEBN, APBD -
k. |penerapan (imu dan teknologi sl DKEP, Balithang
kelautan |
Penguatan Sosinl, Ekonomi dan | APBN, APBD DKP, Bidan A= .
L . d K
Budava di Knwasan Ekonomi | .
Prngembangan jejaning APHN, APED . " .
- kawasan konservasi oy DKP, Kem KKP . _
Monitoring dan evalua AFHN, APBD = 7= £ =
pengelolaan kawasan sl DKP, Kemm KKP
konservasi perairan
| Penguntan kearifan lokal dalam . .
0. | pengawasan pemanfaatan o] | APEN, APHD __nnnu_".__nn.“.un.-ﬂ_.nm._.__
| sumberda aya perikanan ir
Peningkatun operasional —
pengawasan dan kapasitas
P | POKWASMAS ndn APBN, APBD Hnﬂu_u_“..”...___.n.u_.nﬂ_ IM
_
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. (Tahun ke)
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TAHAP 11
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Ideitifilcast dimeriai ki | Alur sungai dan Pelindo 111, Distnk
o. pelayaran 4 laut Kalimantan bm.m_m_n...“,.mHmz_ Mavigaai, Adpel,
- - Tengnh Dshub, KSOP
p | Pemetaan DRKI dan DRKp . Pelabuhan dan | APBD, APBN, |
| Pelabuhan alur pelayaran | Swasta oo
Kajian Studi Kelayakan, | _
7 AMDAL, UKL-UPL dan RPL-RKL Alur sungai dan APBD. APHEN,
| pada dacrah pengerukan dan laut Swasia sdn
dumping ares
sl | . — ]
Penetapan daerah labuh kapal
o sesual dengan kepentingannya Halk AFBERyAFSD ada
Peningkatan peran serta _r Bt o
masyarakat dalam penguwasan s APBD, APBN,
“ | dan pengendalian ahar Ralimantan Swasts ROA
pelayaran Tengah
m_ni_”rm#i_.ﬁ pengelolaan Provinsi
f. | kegselamatan, keamanan, dan Kalimantan AFBD, AFEN, sda
kenyamanan pelayaran Tengah SN
Penambahan, pemeliharman .
din pengawnsan ratin menarn Frovinai APBD, APBN,
B | suar sebagal pemandu alur tRlmantad Swasta e
pelayaran _ Tengah
- " Pengembangan jalur pelayaran APBD, APBN, I
" | dan armada pelayaran sda
poiay Swasta
Peninghatan pemeliharaan Provinsi .
. | rutin dan/atsua berkala alur Kalimantan APBD, APBN midn
peloyaran Tengah
Sosialisasi dan pengendalian .
dampak pencemaran aldbat Provinsi APBD. APBN
I | limbah kapal Kalimantan m.ﬂ“mﬂ ! stla
Tengah .
AT TALARE = B
& | Kajian identifikasi, alur, pola Provins | APBN, APBD, | DRP, LIPI, LSM, PT.
| migrasi, dan tingkah laku jenis Kalimantan | SWRELD Unit Pengelola KKP
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| peEnyL, _H__..mﬁr dugpong dan biota

mamulia lainnya

| Pelibatan dan peninglatnn

pemahaman seluruh lapisan

TAHAP |

(Tahun ke|

TAHAP 11

m

masyarakatl terhadap berbagai Kabupaten pesisir APFBEN, APBD, DKP, LIF, LSM, PT,
karakteristik penyu, pesut, Swasts Unit Pengelala KKP
| dugong dan biota mamalia
Fengembangun sistem Sy I I
monitoring alur migrasi penyu, | Provinsi APEN. APBD DEP. LM da
5 pesul, dugong dan biota TR mﬂ.,nin . Unit iﬂwn—n._m ___"H.T
mamalin Tenguh
| Peningkatan peran seria
masyarakat dalam monitoring APBN, APBD o
d. Kabupaten pesisi : . RP, LSM, dan
alur migrasi penyu, pesut il it e Swasia LI
_ nit Pengeloln KKP
dugong dan bioth mamalia o
; : ] -
Integrasi dan mensinergikan | DEP, LSM, Unit
alur penyu, pesut, dugong dan Pengelola KKP,
. | biota mamalia dengun aktivitas Hh__ H&n__;:m_ APBN, APBD, | Dinas Pariwisata &
- —“Iu_.ﬂ...u_..m.-.hr_.._. _H._u..__n_.-.n_wh..ﬂ.u.r T ._”m-.: Swasia Ekonanu :.-..n...m.._.._.m._
pariwisata dan pemanfaatan chga Lhshub
ruang laut lainnya
.HF DUKUNGAN E_Iﬂ.—E H!EE Eﬂ_
Identifikasi rawan bencann | o . .
a, |pesisic abrasl, ROB banjir dix . mnuE.rE N APEN, APED DEP, DisLH
angin puting beliung | abupaten pesisic Kem KP
_—y
Pembanguinan struktur | Sl et
b buatan /alami untuk Pesigir rowen 7 LhigFU, Uhmri Kem
| penangrulangan abrasi dan abrast & banjir AFBN. APBD
banjir ROB Kem KP
c. | Penatann lingkun tai Seluruh DKP, DisPU
el s Kecamatan Pesisir ATRD Bappeda
Peningkatan operasional i
d. |pengawasan dan kapasitas Selurub APBN. APRD Kem KP, DKP,
POKWASMAS Kecamatan Pesisir . Polair

TAHAP T |
2020 - 2024 | 2025-2029 | 2030 - 2034
Instansi Pelaksana (Tahun ke) (Tabun ke)

Hﬂﬂﬁnuuuﬂ.HuE;._uu._.

TAHAP IV .4

2035 - 2039
(Tahun ke)
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